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ABSTRACT

This study examines agrarian reform policies in Brazil, Japan, Zimbabwe, and Indonesia to understand approaches,
outcomes, and challenges in land redistribution. Agrarian reform aims to address land ownership inequality and
improve farmers’ welfare, yet its implementation is influenced by social, economic, and political factors. Brazil strives
to reduce inequality by redistributing latifundia lands, but faces resistance from large landowners and social conflicts.
Japan successfully achieved fairer land distribution after World War Il, with government support boosting
agricultural productivity. In Zimbabwe, a rushed reform led to economic crisis and declining land productivity.
Indonesia has shown progress through Social Forestry and Agrarian Reform Object Land (TORA) programs,
although hindered by land conflicts. This study highlights the importance of careful planning, policy support, and
community participation in agrarian reform to prevent adverse effects. Successful reform requires a holistic approach,
including political support, local capacity-building, and conflict management.

Keyword: Agrarian Reform, Land Inequality

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kebijakan reforma agraria di Brasil, Jepang, Zimbabwe, dan Indonesia untuk memahami
pendekatan, hasil, dan tantangan dalam redistribusi lahan. Reforma agraria bertujuan mengatasi ketimpangan tanah
dan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi pelaksanaannya dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, dan politik. Brasil
berupaya mengurangi ketimpangan melalui redistribusi lahan latifundia, namun terkendala resistensi pemilik tanah
besar dan konflik sosial. Jepang berhasil menciptakan distribusi lahan adil pasca-Perang Dunia Il dengan dukungan
pemerintah, meningkatkan produktivitas pertanian. Di Zimbabwe, reforma agraria yang tergesa-gesa menyebabkan
krisis ekonomi dan penurunan produktivitas. Indonesia menunjukkan kemajuan melalui program Perhutanan Sosial
dan TORA, meski terhambat konflik lahan. Studi ini menyoroti pentingnya perencanaan matang, dukungan kebijakan,
dan partisipasi masyarakat dalam reforma agraria untuk mencegah dampak negatif. Kesuksesan reforma agraria
memerlukan pendekatan holistik, mencakup dukungan politik, kapasitas lokal, dan pengelolaan konflik.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Ketimpangan Tanah
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PENDAHULUAN

Reforma agraria sering kali dipahami sebagai serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk
mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Namun,
konsep ini lebih kompleks daripada sekadar kebijakan redistribusi. Reforma agraria dapat didefinisikan
sebagai suatu proses yang mencakup penerapan, penegakan, dan evaluasi kebijakan serta peraturan yang
mengatur hak atas tanah, di mana hubungan hak tersebut antara individu atau kelompok mengalami
restrukturisasi. Proses ini berupaya menghapus berbagai hambatan yang menghalangi penggunaan lahan
secara berkelanjutan dalam konteks yang spesifik . Selain itu, reforma agraria mempertimbangkan hasil
yang dapat dicapai dalam hal pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, tujuan utama
dari reformaagraria adalah untuk melakukan reorganisasi penguasaan tanah, melakukan restitusi dan
redistribusi hak kepemilikan serta akses terhadap tanah, dan menciptakan pasar tanah yang mendukung
pembangunan sosial dan ekonomi

Definisi ini, meskipun terinspirasi oleh pemikiran Lipton, melampaui pandangan yang lebih sempit
tentang reforma agraria sebagai kebijakan yang hanya berkaitan dengan redistribusi hak atas tanah. Dalam
kerangka ini, tujuan reforma agraria adalah untuk meliberalisasi kepemilikan tanah dan memfasilitasi
pembentukan pasar tanah, yang sering kali didasari oleh asumsi-asumsi neo-liberal dalam model
manajemen publik yang baru

Namun, ada kenyataan yang perlu dicermati. Meskipun reformasi tanah sering kali dijanjikan
sebagai solusi bagi kelompok miskin dan terpinggirkan, banyak argumen menunjukkan bahwa
pelaksanaannya cenderung membawa dampak negatif bagi kelompok-kelompok ini. Ketidaksetaraan
dalam struktur kekuasaan dapat mengganggu proses reforma, yang mengakibatkan akses yang tidak
seimbang terhadap tanah— sehingga hanya menguntungkan segelintir individu yang memiliki kekuasaan
dan sumber daya, sementara mayoritas masyarakat terabaikan. Oleh karena itu, penting untuk
mengintegrasikan undang-undang dan lembaga yang melindungi hak-hak individu yang kurang berkuasa,
agar mereka tidak hanya menjadi objek reformasi, tetapi juga mendapatkan bagian yang adil dari manfaat
yang dihasilkan oleh proses ini.

Dengan latar belakang ini, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan reforma agraria di
berbagai negara, termasuk Brasil, Jepang, Zimbabwe, dan Indonesia.Melalui pemahaman yang mendalam
mengenai pendekatan, hasil, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria di masing-
masing negara, kita dapat menggali keunikan serta kompleksitas kebijakan ini dan dampaknya terhadap
kesejahteraan masyarakat petani. Hal ini penting untuk memahami bagaimana reformaagraria dapat
berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi,serta mengurangi ketimpangan
di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan komparatif untuk menyelidiki
pelaksanaan reforma agraria di berbagai negara. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk
mengeksplorasi secara mendalam konteks, proses, dan pengalaman individu atau kelompok yang terlibat
dalam reforma agraria . Dalam hal ini, analisis dokumen dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan
yang lebih kaya tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat
setempat.
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Sementara itu, pendekatan komparatif akan memberi peneliti kemampuan untukmembandingkan
berbagai aspek dari reforma agraria yang dilakukan di Brasil, Jepang,Zimbabwe, dan Indonesia. Dengan
membandingkan kebijakan, hasil, dan tantangan yang dihadapi masing-masing negara, peneliti dapat
mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan reforma agraria di
setiapkonteks.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Brasil

Reforma agraria di Brasil merupakan sebuah upaya untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan
tanah yang telah berlangsung lama, dipengaruhi olehsejarah kolonial dan sistem feodal yang ada. Program
ini fokus pada redistribusitanah dari latifundia, yaitu perkebunan besar, yang dikelola oleh Instituto
Nacional de Colonizacéo e Reforma Agraria (INCRA). Sejak pendiriannya, INCRA berperan penting
dalam memberikan akses tanah kepada petani kecil yang sebelumnya tidak memiliki lahan. Namun, proses
redistribusi ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensidari pemilik
tanah besar yang melihat redistribusi sebagai ancaman terhadap hak kepemilikan mereka. Konflik
kekerasan juga sering terjadi di wilayahwilayah yang menerapkan reforma agraria, memperburuk kondisi
bagi para petani kecil. Dalam konteks ini, gerakan sosial seperti Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) berfungsi sebagai advokat bagi hakhakpetani. MST tidak hanya mendorong redistribusi
tanah tetapi juga menuntut agar reforma agraria dilaksanakan dengan cara yang lebih menyeluruh dan
berkelanjutan.

Reforma agraria di Brasil menggambarkan kompleksitas dalam upaya mengatasi ketidakadilan
yang telah berlangsung lama. Meskipun program ini berhasil memberikan akses kepada banyak petani
kecil, tantangan yang dihadapi menunjukkan bahwa redistribusi lahan bukanlah solusi yang mudah.
Masalah latifundia di Brasil berkaitan erat dengan struktur kekuasaan yang lebih luas, di mana pemilik
tanah besar memiliki pengaruh politik dan ekonomiyang signifikan, sehingga mereka sering kali dapat
menggagalkan reformasi yang merugikan kepentingan mereka. Konflik yang terjadi merupakan refleksi
dari ketegangan antara pemilik tanah besar dan petani kecil. Kekerasan terhadappetani sering meningkat di
daerah yang berupaya melakukan reforma agraria, menandakan bahwa meskipun ada kerangka hukum
yang mendukung seperti Undang-Undang Reforma Agraria No. 4.504/1964, tantangan dalam
implementasi di lapangan tetap menjadi hambatan yang signifikan.

Dukungan dari gerakan sosial seperti MST sangat penting dalam proses ini. MST telah
mengorganisir petani dan memperjuangkan hak-hak mereka, menunjukkan bahwa gerakan sosial bisa
menjadi penggerak untuk mempercepat reforma agraria. Dengan menuntut kebijakan yang lebih inklusif
dan berkelanjutan, MST berupaya menciptakan kesadaran kolektif tentangpentingnya reforma agraria
bagi kesejahteraan masyarakat petani .

2. Jepang
Reforma agraria di Jepang, yang dimulai setelah Perang Dunia Il,dianggap sebagai salah satu
contoh paling berhasil dari kebijakan redistribusi tanah di dunia. Dengan dukungan dari Sekutu,
pemerintah Jepang mengambil langkah-langkah signifikan untuk menghapuskan sistem feodal yang telah
mengakar dalam struktur pertanian. Salah satu langkah awal dalam reforma iniadalah pembelian tanah
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dari pemilik besar, yang biasanya adalah tuan tanah feodal, kemudian menjualnya kembali kepada petani
kecil dengan harga yang terjangkau. Program ini tidak hanya menciptakan distribusi lahan yang lebih adil,
tetapi juga berhasil meningkatkan produktivitas pertanian secara substansial. Salah satu hasil positif dari
reforma agraria ini adalah kontribusinyaterhadap pemulihan ekonomi Jepang pasca-perang. Dengan
mengalihkan kepemilikan tanah kepada petani, pemerintah dapat mendorong sektorpertanian, yang pada
gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Akibatnya, Jepang
mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang turut memicu transformasi sosial dan ekonomi di
seluruh negeri .

Keberhasilan reforma agraria di Jepang menunjukkan bahwa kebijakanyang tepat, disertai dengan
dukungan yang berkelanjutan, dapat menghasilkan hasil yang signifikan. Menurut penelitian Ochi , fokus
utama reforma agraria Jepang adalah mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang timbul dari sistem
pertanian yang terpusat dan feodal. Pemerintah memperoleh legitimasi untuk melaksanakan redistribusi
tanah, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk proses tersebut. Program ini didukung oleh
pengawasan ketat dari pemerintah dan bantuan teknis dari Sekutu, yang memungkinkan implementasi
kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, reformasi ini juga didukung olehberbagai kebijakan pendukung
lainnya, seperti peningkatan akses kredit bagi petani, pelatihan dalam teknik pertanian modern, dan
pengembangan infrastruktur pedesaan.

Hasil dari kebijakan ini menunjukkan bahwa dengan mengalihkan hak kepemilikan tanah dari
segelintir pemilik besar kepada petani kecil, Jepang berhasil tidak hanya meningkatkan produksi pangan,
tetapi juga menciptakan stabilitas sosial. Sebuah studi oleh Ohno (2017) mencatat bahwa hasil panen
meningkat secara signifikan setelah reforma agraria dilaksanakan, yang mengarah pada peningkatan
pendapatan dan kualitas hidup petani. Secarakeseluruhan, reforma agraria di Jepang menjadi model bagi
banyak negara yangberusaha mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkankesejahteraan
petani. Keberhasilan ini menekankan pentingnya komitmen politik, perencanaan kebijakan yang matang,
dan dukungan dari berbagai pihakdalam pelaksanaan reforma agraria yang efektif.

3. Zimbabwe

Reforma agraria di Zimbabwe telah menjadi isu yang sangat kontroversial, terutama dengan adanya
pelaksanaan Fast-Track Land Reform Program yang dimulai pada awal tahun 2000 di bawah
kepemimpinan Presiden Robert Mugabe. Program ini bertujuan untuk mengembalikan lahan yang
sebelumnya dikuasai oleh pemilik lahan kulit putih kepada masyarakat lokal Zimbabwe. Namun,
pelaksanaannya yang terburu-buru dan kurangnya perencanaan yang matang menyebabkan dampak
negatif, termasuk penurunan signifikan dalam produktivitas lahan. Produksi pangan Zimbabwe merosot
dalam beberapa tahun setelah program ini dilaksanakan, yang berujung pada peningkatan kemiskinan dan
ketidakstabilan ekonomi di negara tersebut. Walaupun kebijakan reforma agraria ini memiliki tujuan baik
untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan, pelaksanaannya sering kali disertai dengan kekerasan
dan pengusiran pemilik lahan tanpa mengikuti prosedur hukum yangbenar. Ini menciptakan ketegangan
sosial yang besar dan merusak kepercayaan petani terhadap sistem pertanian yang ada. Hal ini
menunjukkan bahwa pengelolaan proses reformasi yang buruk menyebabkan kerugian ekonomi yang
signifikan dan hilangnya lapangan kerja di sektor pertanian.

Kasus Zimbabwe mencerminkan pentingnya perencanaan yang cermat dan manajemen yang baik
dalam menerapkan kebijakan reforma agraria. Ketidakstabilan yang muncul dari Fast-Track Land Reform
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Program menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi pertumbuhan sektor pertanian. Undang-Undang
Akuisisi Lahan, yang memberikan dasar hukum untuk pengambilalihan lahan, gagal memberikan
perhatian yang cukup pada aspek manajemen sumber daya dan dukungan bagi para petani yang baru
mendapatkan lahan. Akibatnya, banyak lahan yang sebelumnya produktif menjadi terbengkalai,
sementara para petani baru tidak memiliki keterampilan dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengelola
lahan tersebut dengan efektif . Kebijakan yang diterapkan secara terburu-buru tanpa analisis mendalam
tentang dampaknya terhadap ketahanan pangan dan perekonomian lokal mengarah pada krisis ekonomi
yang berkepanjangan. Dengan berkurangnya produksi pangan, Zimbabwe tidak hanya mengalami
kelangkaan pangan tetapi juga kesulitan dalam mengakses pasar internasional, yang semakin
memperburuk kondisi ekonomi.

Secara keseluruhan, hal yang terjadi di Zimbabwe menunjukkan bahwareforma agraria yang tidak
direncanakan dan dikelola dengan baik dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan. Untuk
mencapai tujuan yang diinginkan dalam redistribusi lahan, sangat penting bagi pemerintah dan semua
pihak terkait untuk melakukan perencanaan yang matang dan memastikanadanya dukungan yang
memadai bagi para petani

4. Indonesia

Di Indonesia, kebijakan reforma agraria bertujuan untuk mencapai redistribusi lahan dan
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melaluisertifikasi tanah. Di bawah kepemimpinan
Presiden Joko Widodo, reforma agraria mengalami percepatan melalui program Perhutanan Sosial dan
Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Program ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan
kepemilikan tanah yang signifikan di Indonesia, di mana sebagianbesar lahan produktif dikuasai oleh
sejumlah kecil pemilik. Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN),sejak 2015, sekitar 4,6 juta hektar lahan telah didistribusikan melalui program TORA dan
lebih dari 1,5 juta sertifikat tanah telah diberikan kepada petani (ATR/BPN, 2022). Melalui TORA,
pemerintah berupaya memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan negara yang tidak
terpakai, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memberdayakan masyarakat lokal.
Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan ketahanan pangan di wilayah pedesaan .

Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam reforma agraria di Indonesia, tantangan dalam
pelaksanaannya masih tetap ada. Salah satu isu utama adalah konflik lahan, yang sering terjadi antara
masyarakat lokal dan perusahaan besar yang mengklaim hak atas lahan yang sama. Konflik ini dapat
memperlambat proses redistribusi lahan dan menciptakan ketegangan sosial .Banyaknya konflik lahan
terkait dengan ketidakjelasan kepemilikan hak atas tanah dan lemahnya penegakan hukum. Selain itu,
keterbatasan lahan negara juga menjadi kendala dalam program reforma agraria. Banyak lahan yang
diklaim sebagai lahan negara telah digunakan oleh masyarakat untuk bertani selama bertahun-tahun,
sehingga proses pengakuan hak atas tanah sering kali menghadapi perlawanan dari masyarakat. Hal ini
diatur dalam Undang-UndangPokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang memberikan dasar hukum bagi
redistribusi lahan, tetapi juga menunjukkan bahwa hak atas tanah harus diakui secara adil dan bijaksana.

Terakhir, hambatan dalam implementasi di tingkat daerah menjadi tantangan lain yang perlu diatasi.
Berbagai faktor, seperti kurangnya kapasitas aparat pemerintah daerah, konflik kepentingan, dan birokrasi
yang lambat, dapat menghambat keberhasilan program reforma agraria. Hal ini menunjukan bahwa
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kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah seringkali mengakibatkan program yang tidak
efektif. Secara keseluruhan, reformaagrariadi Indonesia menunjukkan potensi yang besar untuk mengatasi
ketimpangan kepemilikan lahan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, untuk mencapai hasil
yang optimal, tantangan yang ada perlu diatasi melalui kebijakanyang komprehensif dan dukungan yang
memadai bagi masyarakat .

KESIMPULAN

Reforma agraria di Brasil, Jepang, Zimbabwe, dan Indonesia menggambarkan beragam pendekatan
dan hasil dalam upaya mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah,masing-masing dengan tantangan dan
keberhasilan yang berbeda.

1. Brasil menghadapi tantangan besar dalam redistribusi lahan dari latifundia kepada petani kecil.
Meskipun program reforma agraria yang diprakarsai oleh Instituto Nacional de Colonizagéo e
Reforma Agréaria (INCRA) berhasil memberikan akses tanah, resistensi dari pemilik tanah besar dan
konflik kekerasan tetap menjadi hambatan signifikan. Gerakan sosial seperti Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) berperan penting dalammemperjuangkan hak-hak petani,
menunjukkan bahwa dukungan masyarakat sipil adalah kunci dalam proses ini.

2. Jepang mencatat keberhasilan luar biasa dalam reforma agraria pasca-Perang Dunia Il. Dengan
dukungan yang kuat dari pemerintah dan Sekutu, negara ini mampu melakukan redistribusi tanah
yang efektif, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendukung pemulihan ekonomi.
Keberhasilan ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang, dukungan kebijakan yang
berkelanjutan,serta pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan reforma agraria.

3. Zimbabwe di sisi lain, mengalami krisis akibat pelaksanaan Fast-Track Land Reform Program yang
terburu-buru dan kurang terencana. Meskipun bertujuan untuk mengembalikan lahan kepada
masyarakat lokal, implementasi yang diwarnai kekerasan dan manajemen yang buruk menyebabkan
penurunan drastis dalam produktivitas dan stabilitas ekonomi. Kasus ini menegaskan bahwa
perencanaan yang cermat dan pengelolaan yang baik sangat penting dalam reformasi agraria.

4. Indonesia menunjukkan kemajuan dalam reforma agraria melalui programPerhutanan Sosial dan
Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang ditujukanuntuk redistribusi lahan dan pemberian
kepastian hukum kepada masyarakat. Meskipun mengalami tantangan seperti konflik lahan dan
keterbatasan lahan negara, upaya ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan
petani dan mengurangi ketimpangan.

Secara keseluruhan, pengalaman dari keempat negara ini menggarisbawahi bahwa reforma agraria
tidak hanya sekadar redistribusi lahan, tetapi juga memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk
dukungan kebijakan, penguatan kapasitas lokal, dan penyelesaian konflik yang bijaksana. Keberhasilan
reforma agraria bergantung pada komitmen politik, partisipasi masyarakat, dan strategi yang terencana
dengan baikuntuk menghindari dampak negatif yang dapat merugikan tujuan reformasi tersebut.
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